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A. LATAR BELAKANG

@

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagt ketahanan nasional. Hak memperoleh informas
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirm
penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang baik Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Papua Barat. UU ini telah
memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik
Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayam
permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses
informasi publik bagi pemohon informasi. Terkai dengan tugas tersebut, PPID menctapkan
standar layanan informasi di lingkungan PPID Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan adanya
Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat
berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata
terpenuhi,

. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan L.embaran Negara
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara R
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8l

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Thaun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayang Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesatan Sengketa

Informasi Publik.
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C. MAKSUD DAN TUJUAN

i

2.

Maksud:

Pedoman inj sc T ; : ;
an ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam
menyediakan  inform

asi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Informasi Publik.

Tujuan:

- Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik

- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi/Lembaga Publik
untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

D. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I

(U8}

Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemben dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip effisiensi dan efektivitas.

Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dari harapan masyarakat.

Kesamaan Hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan

status ekonomui.
Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

E. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelavanan Informast Publik vang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Padang Lawas Utara, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakm
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menyediakan berbagai by yany

berkaitan denp
oleh masyarakat

an informasi dan komumkas: yang dibutuhkan

ROMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMAS] PUBLIK

Pejabat Penpelola Informasi dan Dokumentasi dalam me
kepada pemohon/peng

geuna informas; publik dibanty
Pustakawan, Pranata

Humas, dan p
informasj publik diutamakan yang

peraturan perundang-undangan ket
keterampilan dan sikap dalam berko
tugas pelayanan informasj

laksanakan pelayanan informasi publik
oleh Pejabat Fungsionzl Arsiparis,
fanata Komputer Untuk petugas pada desk layanan
memiliki kompetens; dibidang pengetahuan mengena
erbukaan  informasi publik dan pelayanan publik,
munikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelengg

ara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinva harus
memiliki standart

pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku
untuk penyelenggaraan pelayanan public dan wajib di taati ole

h pemberi dan penerima
pelayanan informasi.

1. Operasional pelayanan informasi publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perly didukung oleh Front Office dan back Office
yang baik :

Front Office meliputi -

* Desk Layanan Langsung
* Desk Layanan Via-Media Online

Back Office, meliput; -

* Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informas;
* Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informas;
* Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

2. Meja informasi publik
Untuk memenuhi dan melayani perminta

an dan kebutuhan pemohon pengguna
publik, Pejabat Pengelola Informasi d

an Dokumentasi melaluj desk layanan
publik melakukan layanan langsung dan layanan melalyi

website.

informasi

informas;j
media antara lain menggunakan
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3. Wakty pelayanan inf

Untuk memenuhi dan e
PPID menetapkan
Informasi Publik
dilaks

Ormasj Publik

layani Permint;
akiuy pemberian p
Pada Dinag K
anakan pada harj kerj

W dan kebutuhan Pemohon/pengguna informas

clayanan Informasj Publik. Wakiu Pelavanan
vmunikasi dan Informankq Kabupaten Padang
4 .Senin sampy; dengan Jumgy

£ 09.00-15.00 WIB

Lawas Utara,

Senin-Kamis

Istirahat 1 12.00-13.00 WIB
Jumat - 09.00-15.00 WIB
[stirahat

“11.30-13.30 WiB
4. Biaya/tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dok
(tidak dipungut biaya)
informas publik dap
Kosong at

umentast menyediakan informasi publik secara gratis
sedangkan untuk pengadaan atau perekaman, pemohon/pengguna

at melakukan pengadaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD' DVD
au flashdisk untuk perekaman d

ata dan informasinya.
D
-

H. JENIS-JENIS STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jenis-jenis SOP yang ada dilingkungan PPID Kabupaten Padang Lawas Utara adalah;

. Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. Uji I_(onsckucnsi Informasi Publik

4. Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

&

Dipindai dengan CamScanner



